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The practice of ageism in the workplace is being discussed phenomenon.
Age restrictions applied by the agency/company as the qualification of job
seekers is assessed as discriminatory, unfair, detrimental, and not in line
with the concept of human rights. This investigation aims to analyze the
practice of age restrictions in human rights prospects. The research is
carried out using a sociological jurisprudential method that emphasizes the
facts found in the field. The results of the research show that the practice of
age restrictions for job seekers assessed has limited the opportunities of the
public to get a decent job and has been judged as an unobjective
phenomenon. On the other hand, some countries in the world have abolished
the practice of age restrictions, such as Germany, the Netherlands, and the
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1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, diskriminasi merupakan fenomena yang sering terjadi dan sedang hangat dibicarakan,
khususnya diskriminasi yang menimpa para pencari kerja di Indonesia. Lebih lanjut, praktik diskriminasi yang
akhir — akhir ini terjadi tidak terbatas pada aspek SARA, penampilan fisik, dan jenis kelamin saja. Tetapi
diskriminasi juga bahkan dapat terjadi pada aspek umur. Dalam dunia internasional, praktik diskriminasi umur
dikenal dengan istilah ageism [1]. Istilah ageism dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah diskriminasi
umur. Ageism sendiri diartikan sebagai stereotip (hasil pemikiran), prasangka (hasil perasaan), dan diskriminasi
yang mengacu atau menekankan kepada umur seseorang[2]. Berkenaan dengan adanya praktik ageism atau
diskriminasi umur ini, dinilai dapat menyebabkan hilangnya hak — hak individu karena dianggap terlalu muda
atau bahkan terlalu tua[3].

Diskriminasi umur yang diterima oleh pencari kerja salah satunya adalah adanya ketentuan batasan usia
maksimal pencari kerja yang sebagai kualifikasi utama. Di Indonesia, umumnya batasan maksimal umur pencari
kerja berada diantara 25 hingga 27 tahun dan bahkan beberapa perusahaan menerapkan batas maksimal umur
pencari kerja jauh dibawah 25 tahun. Untuk mengakomodir pencari kerja, biasanya perusahaan membuka dua
kategori atau jenis rekrutmen pekerjaan, yaitu staff hire dengan batasan umur maksimal pelamar yang tergolong
muda yang diperuntukan untuk level junior atau karyawan biasa dan pro hire yang biasanya memiliki batasan
umur pelamar kerja dikisaran 27-30 tahun ke atas dan diperuntukan untuk tenaga ahli. Walaupun demikian,
dengan melihat kepada kualitas sumber daya manusia dan jumlah pencari kerja Indonesia yang sebasar 1,89 juta
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pencari kerja [4] rekrutmen yang dibuka oleh perusahaan belum mengakomodir kebutuhan para pencari kerja.
Terlebih lagi dengan adanya batasan umur.

Terkait dengan adanya pembatasan umur maksimal pencari kerja, Beberapa perusahaan berpendapat
penerapan bahwa batasan umur digunakan untuk mempermudah penyaringan tenaga kerja yang sesuai dengan
kebutuhan. Walaupun demikian, nyatanya pembatasan usai maksimal pencari kerja yang diterapkan oleh banyak
perusahaan dianggap terlalu muda dan dinilai sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan para pencari kerja.
Tidak hanya itu, pembatasan usia maksimal pencari kerja juga dinilai dapat menyebabkan hilangnya kesempatan
bekerja untuk pencari kerja dan masyarakat yang usianya telah melebihi batas maksimal kualifikasi yang
dipersyaratkan[5]. Sehingga dapat dikatakan bahwa, adanya pembatasan usia maksimal pencari kerja yang
diterapkan oleh perusahaan dinilai tidak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan aspek
jaminan mendapatkan pekerjaan yang layak[6]. Padahal di sisi lain, jaminan Warga Negara Indonesia
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak atas dasar kemanusiaan dengan jelas tertuang di dalamnya
Pasal 27 ayat (2)[7].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif
analisis. Penelitian ini mengandalkan pada kredibilitas dan analisis yang mendalam (depth analyze) terhadap data
— data yang di dapat dengan melalui study Pustaka. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakana teori
dan perundangan terkait dengan Hak Asasi manusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data
perundang — undangan, jurnal, tesis, artikel ilmiah, serta berbagai buku yang relevan dengan penelitian.

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:
a.  Diskriminasi Umur Bagi Pencari Kerja

Diskriminasi dalam dunia pekerjaan merupakan fenomena yang sering kali kita temui, namun tidak jarang
menjadi fenomena yang tidak kita sadari kehadirannya. Diskriminasi yang terjadi dalam dunia pekerjaan memiliki
berbagai macam bentuknya, dari yang berupa diskriminasi Suku, Ras, Agama, fisik, jenis kelamin maupun hingga
status sosial, ekonomi, dan jabatan. Tidak hanya itu, diskriminasi yang terjadi dalam dunia pekerjaan juga dapat
berbentuk diskriminasi umur, baik yang dialami oleh pekerja baru maupun oleh para pencari kerja[8].

Diskrimansi umur yang terjadi dikalangan pencari kerja biasanya berupa pembatasan usia maksimal
pencari kerja yang sering kali diterapkan oleh banyak perusahaan[9]. Umumnya, penerapan batasan umur pencari
kerja di Indonesia berkisar diantara 25 hingga 27 tahun dan bahkan bisa lebih muda dari itu. Pada rekrutmen salah
satu perusaahan perbankan misalnya. Dimana perusahaan perbankan tersebut menerapkan batasan maksimal usia
pelamar kerja yang sangat muda, yaitu 21 tahun maksimal. Padahal di sisi lain, banyak sekali masyarakat pencari
kerja yang memiliki usia melebihi batas maksimal usia yang ditetapkan oleh perusahaan.

Pembatasan usia pencari kerja dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya penagguran di
Indonesia. Pembatasan usia atau diskriminasi umur pencari kerja dianggap telah menjadi pengahalang orang -
orang yang memiliki usia lebih dari ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan[9]. Sehingga, tidak jarang hal ini
dikeluhkan karena menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan[10].

Terkait dengan adanya pembatasan usia pencari kerja yang telah diterapkan oleh banyak perusahaan di
Indonesia, perusahaan beralasan bahwa pembatasan usia pencari kerja memiliki tujuannya sendiri, seperti
pertama, perusahaan berpendapat bahwa pencantuman batas usia pelamar bagi beberapa posisi dimaksudkan agar
perusahaan lebih mudah nyencari kandidat yang cocok. Dengan pembatasan umur, artinya perusahaan tidak harus
mencari dari berbagai umur, cukup pada umur yang dipersyaratkan saja. Kedua, perusahaan berpendapat bahwa
pesyaratan usia maksimal yang diterapkan oleh perusahaan ditujukan untuk mengisi jenis pekerjaa yang belum
atau tidak membutuhkan keahlian khusus. Ketiga, alasan pembatasan usia pelamar adalah bahwa adanya aggapan
dari perusahaan bahwa pelamar dengan usia yang muda dan minim bekal pengalaman dapat dengan mudah
dibentuk sesuai dengan budaya perusahaan[11]. Lebih lanjut, pembatasan usia dalam pencarian kerja juga dinilai
sebagai suatu usaha dalam mengahdapi tantangan zaman dengan cara memanfaatkan potensi pemuda dalam
penguasaan teknologi yang nantinya dapat berguna bagi perkembangan dunia usaha[12].

Terkait dengan hal tersebut, beberapa perusahaan juga berpendapat bahwa, pekerja — dengan umur yang
muda, masih memiliki semangat yang tinggi untuk berkembang dan dikembangkan serta masih memiliki
kemampuan yang bagus. Berbeda dengan pekerja — pekerja yang memiliki usia lanjut. Dimana mereka sering kali
merasa enggan untuk dikembangkan, cenderug menggunakan caranya sendiri, tidak kreatif, tidak inovatif, kurang
cakapnya pekerja usia lanjut dalam penggunaan teknologi informasi terbaru, hingga pada masalah penurunan
kinerja, fisik, serta kesehatan. Hal ini lah yang menjadi kekhawatiran perusahaan untuk merekrut pekerja yang
memiliki usia lanjut[13]. Padahal di sisi lain, belum ada penelitian yang menjelaskan bahwa umur akan
mempengaruhi kinerja perusahaan di masa yang akan datang[14].
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b.  Kajian Pembatasan Usia Pencari Kerja dari Prespektif Hak Asasi Manusia

Pembatasan usia pencari kerja merupakan salah satu bentuk diskriminasi umur yang dapat dengan mudah
ditemui. Pembatasan umur maksimal pekerja dalam mencari pekerjaan dinilai tidak sesuai dan telah melanggar
Hak Asasi Manusia. Sebagaiman dalam konsep dasar Hak Asasi Manusai yang tertuang dalam Undang — Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa setiap manusia atau setiap orang memiliki
hak atau berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan dijamin oleh negara.

Ketentuan usia maksimal pencari kerja, nyatanya sudah menjadi isu Hak Asasi Manusia. Ketidak sesuaian
antara pembatasan usia maksimal pencari kerja dengan hak asasi manusia dapat dilihat dari perbedaan kesempatan
maupun perlakukan yang didapat oleh masyarakat yang memiliki umur yang berbeda [15]. Dalam hal pencarain
kerja, pembatasan usia maksimal ini membuat pencari kerja dengan umur yang lebih muda memiliki kesempatan
yang besar dalam dalam mendapatkan pekerjaan. Sedangkan, kesempatan yang dimiliki pencari kerja yang
memiliki usia lanjut cenderung lebih kecil dan bahkan tidak ada. Apalagi, pembatasan usia maksimal pencari kerja
yang diterapkan oleh perusahaan dengan jangka umur yang sangat rendah atau muda. Padahal di tengah tuntutan
ekonomi yang begitu berat, pekerjaan merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga,
pembatasan usia maksimal kerja menyebabkan beberapa masyarakat memilih bekerja seadanya dan bahkan tidak
sesuai kemampuan dan tidak jarang memilih pekerjaan yang kurang layak serta tidak sesuai dengan kualifikasi
kemampuan yang dimiliki.

Dijaminnnya masyarakat Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak tidak hanya terdapat pada Pasal 27
ayat (2) Undang — Undang Dasar 1945 saja. Tetapi, juga terdapat pada Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1990
tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 38[16]. Dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan kecakapan. Walaupun demikian, nyatanya
dengan adanya pembatasan usia maksimal, adanya kemampuan, bakat dan kecakapan tidak akan mampu
menolong apabila umur yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan batas maksimal yang diberikan oleh
perusahaan.

Tidak hanya itu, pada Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia juga
menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kesukaannya dan
memiliki hak atas syarat - syarat ketenagakerjaan yang adil. Berbicara keadilan dalam pembatasan usia maksimal
yang cenderung sangat muda dinilai telah mengesampingkan sisi keadilan. Perusahaan melakukan ketidak adilan
yang berupa diskriminasi umur berupa pembatasan usia maksimal pencari kerja. Ketidak adilan ini dirasakan oleh
pencari kerja yang memiliki usia diatas ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan. Adanya pembatasan usia
maksimal pencari kerja yang cenderung sangat muda, yaitu 25 — 27 tahun dan bahkan dibawah 25 tahun membuat
kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi orang yang memiliki umur diatas ketentuan menjadi semakin kecil dan
bahkan hilang.

Penerapan ketentuan pembatasan usia pencari kerja yang diterapkan oleh perusahaan memiliki dampak
yang luas. Tidak hanya para pencari kerja yang kehilangan hak dan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang
layak, tetapi juga hak pekerja kontrak, perempuan yang sebelumnya memilih untuk tidak bekerja dan akan bekerja
kembali karena tuntutat kebutuhan, dan atau perempuan yang sebelumnya belum bekerja karena hamil dan ingin
mulai bekerja. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur maksimal pencari kerja membuat mereka berpotensi
kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru atau pekerjaan yang lebih baik kedepannya. Padahal
apabila mengacu kepada konsep Hak Asasi Manusia, maka sudah seharusnya setiap orang, masyarakat, atau
bahkan setiap pencari kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa membeda — bedakan umur, jenis
kelamin, suku, agama, fisik, maupun ras. Apalagi dengan terjaminnya kesempatan mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak sebagai mana yang terdapat dalam Undang — Undang Dasar dan di dalam Peraturan
Perundangan lainnya. Oleh karena itu, praktik — praktik yang membuat setiap orang kehilangan haknya atau tidak
mendapatkan haknya hendaknya dapat dikaji ulang.

4.  KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Praktik pembatasan usia maksimal pencari kerja yang diterapkan oleh berbagai perusahaan dinilai telah
menjadi salah satu contoh diskriminasi dalam dunia kerja.
b. Praktik pembatasan usia maksimal pencari kerja yang diterapkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan
konsep dasar Hak Asasi Manusia.
c. praktik pembatasan usia maksimal pencari kerja telah menyebabkan hilangnya kesempatan bekerja untuk
banyak masyarakat atau pencari kerja yang memiliki umur diatas kualifikasi yang ditentukan oleh
perusahaan
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